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Menimbang

Men8in8at

BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR  aoo    /DlsDIKBUD /2Oi9

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAII JALUR PENDIDIKAN F`ORMAL

JENJANG SEKOIAH DASAR DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS

:    a.     bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi sekolah Jalur

b.

Pendidikan Fomal Jenjang Sekolah Dasar (SD) dipandang perlu

menetapkan Penggabungan Sekolah Jalur F`ormal tersebut;

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimam bumf a, perlu

menetapkan  Keputusan  Bupati  tentang  Penggabungan  Sekolah

Jalur Pendidikan Formal Jenjang  Sekolah  Dasar Di Kabupaten

Sanbas;

1.     Undang  -  Undang  Nomor  27  Tahun  1959,  tentang  Penetapan

Undang  -   Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun   1957   tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (I.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun  1953  Nomor 9,  Tambahan I+embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebngal Undang- Undang

a.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1959  Nomor  72,

Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.     Undang   -   Undang   Nomor   20   Tahun   2003   tentang   Sistem

Pendidikan   Nasional   (lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun  2003  Nomor 78,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4301);

3.     Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah   (I.embaran   Negal`a   Republik   Indonesia   Tahun   2014

Nomor  244,  Tanbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 5587) sebagainana telah dua kali diubah, teralchir dengan

Undang  -  Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Peruhahan

Kedua Atas  Undang - Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintah Daerah (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan liembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);



4.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar

Nasional   Pendidikan   Indonesia    (Lembanan   Negara   Republik

Indonesia  Tahun  2005  Nomor 41,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik   Indonesia   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara

Republik   Indonesia   Nomor  4496)   sebagaimana   telah   diubah

dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013  tentang

Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005

tentang   Standar   Nasional   Pendidikan   Indonesia    (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor  71,  Tambahan

I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  47   Tahun   2008  tentang  Wajib

Belajar (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

90,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor

4863);

6.     Peraturan     Pemerintah     Nomor     17     Tahun     2010     tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5105)   sebagaimana   telah

diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2010

(Ifmbaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2010  Nomor  112,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7.      Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  19  Tahun  2007

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Saturn Pendidikan

Dasar dan Menengah;

8.     Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  63  Tahun  2009

tentang Sistem Penjaninan Mutu Pendidikan;

9.     Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3  Tahun

2019   tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolali

Reguler  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor

56);

10.   Peraturan  Daerah  Kabupaten   Sambas  Nomor  6   Tahun  2013

tentang     Penyelenggaraan     Pendidikan     (Ijembaran     Daerah

Kabupaten  Sambas  Tahun  2014  Nomor  4)  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sambas  Nomor  9

Tahun    2017    tentang    Perubahan    Atas    Peraturan    Daerah

Kabupaten      Sambas      Nomor      6      Tahun      2013      tentang

Penyelenggaraan Pendidik (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas

Tahun  2017  Nomor 9,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sambas Nomor 39);

11.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sambas  Nomor    12    Tahun  2018

tentang  Angganan  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten

Sambas  Tahun  Anggaran  2019  (Lembaran  Daerah  Kabupaten

Sambas Tahun 2018 Nomor 12);



Menetapkan

KESATU

KBDUA

KETIGA

KEBMPAT

iil

iil

MEMUTUstEN

Penggabungan  Sekolah  Jalur  Pendidikan  F`ormal  Jenjang  Sekolah

Dasar di Kabupaten Sambas.

Name dan Lokasi Sekolah yang digabun8kan sebagainana dimaksud

dalam diktum KESATU tercantum dalam Lanpinn Keputusan ini.

Keputusan ini menetapkan Penggabungan Sekolah Jalur Pendidikan

Fomal Jenjang Sekolah Dasar guna Pehingkatan I.ayaLnan Pendidikan

di Kabupaten Sanbas.

Keputusan  ini  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan,  dengan  ketentuan

bahwa biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun

2019.

Ditetapkan di Sambas

padatanggal34     n`aul        2o|9
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TENIANG   PBNGGABUNGAN   SEKOLAII   JALUR   FORMAL.

-ENJANG   SEKOLAII    DASAR   DI   KABupATEN   sAnmAs

PENGGABUNGAN SEKOLAII jALUR pBNDiDiKAN roRMAL  UBNUANG SEKOLAII DASAR
DINAS PENDIDIKjIN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAhoAS TAHUN 2019


